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Abstract 
 
In illegal occupancy crime case of land besides applies Law Number, 51, PRP 1960, also quite a lot of 
alternative of applying of section of liable Criminal Law by investigator and publik prosecutor to 
defendants. All the things, depend on which deed in concrete fulfills elements Section Criminal law 
impinged. But to illegal occupancy case of land is having certificate happened in Kubu Raya Region, 
the its the accuseds only ensnared with Section 170 Criminal Law, either by police investigator and 
also public attorney. Its consequence, in The Mempawah First Court Decision Number: 
332/Pid.B/2010/PN.MPW, the defendants only be fallen imprisonment each 1 (one) year, because 
assessed has proven validly and assures impinges Section 170 Criminal Law, which then strenghtened 
by Pontianak High Court Decision Number : 111/PID/2011/PTPTK Tangal 5 July 2011 and appellate 
court Number: 1659 K/Pid/2011, Decembers 21, 2011. Though, to the case its properly only worn 
Section 170 Criminal Law, also Section 389 and especially Section 263 Criminal Law which with 
reference to publication and usage of land Letter (SKT) No. 512/AG.210.2/SR date of 5 October 
1985. 2. Based On Draft of Bill of Criminal Law the year 2010, formulation of Crushing Crime and 
goods mutilation at Chapter XXX in Section 644 up to Section 651. While forgery crime of letter is 
arranged at Chafter XIV in Section 452 up to Section 461. With existence of renewal of law to 
Crushing Crime and goods mutilation and Forgery Crime of Letter based on Draft Draft of Bill of 
Criminal Law, hence expected forwards straightening of illegal occupancy case law of land and 
criminal in other land area increasingly in all Indonesia region would increasingly effective. 
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Abstrak 
 
Dalam kasus tindak pidana penyerobotan tanah, selain berlaku Undang-Undang Nomor 51 PRP 
Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, juga cukup 
banyak alternatif penerapan pasal KUHP yang dapat dikenakan oleh penyidik dan penuntut umum 
terhadap tersangka/terdakwa. Kesemuanya itu, tergantung pada perbuatan mana yang secara kongkret 
memenuhi unsur-unsur Pasal Hukum Pidana yang dilanggar.Tetapi terhadap kasus penyerobotan 
tanah bersertifikat yang terjadi di Kabupaten Kubu Raya, para tersangkanya hanya dijerat dengan 
Pasal 170 KUHP, baik oleh penyidik kepolisian maupun jaksa penunut umum. Konsekuensinya, 
dalam Putusan PN Mempawah Nomor : 332/Pid.B/2010/PN.MPW, para terdakwa hanya dijatuhi 
pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun, karena dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
melanggar Pasal 170 KUHP, yang kemudian diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak 
Nomor : 111/PID/2011/PT.PTK Tangal 5 Juli 2011 dan Putusan MA Nomor 1659 K/Pid/2011 
Tanggal 21 Desember 2011. Padahal, terhadap kasus tersebut semestinya tidak hanya dikenakan Pasal 
170 KUHP, melainkaan juga Pasal 389 dan khususnya Pasal 263 KUHP yang berkenaan dengan 
penerbitan dan penggunaan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 512/AG.210.2/SR tanggal 5 Oktober 
1985. 2. Berdasarkan Draft RUU KUHP tahun 2010, formulasi Tindak Pidana Penghancuran dan 
Perusakan Barang diatur pada Bab XXX dalam Pasal 644 sampai dengan Pasal 651. Sedangkan tindak 
pidana pemalsuan surat diatur Pada BAB XIV dalam Pasal 452 sampai dengan Pasal 461. Dengan 
adanya pembaharuan hukum terhadap Tindak Pidana Penghancuran dan Perusakan Barang serta 
Tindak Pidana Pemalsuan Surat berdasarkan Draft RUU KUHP tersebut, maka diharapkan ke depan 
penegakan hukum kasus penyerobotan tanah dan tindak pidana di bidang pertanahan lainnya yang 
semakin marak di seluruh wilayah Indonesia akan semakin efektif. 
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Pendahuluan 
Penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang 
lain sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Secara umum istilah penyerobotan tanah 
dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik 
orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang 
berlaku. Karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun 
dituntut menurut hukum pidana. 
Dari sudut hukum pidana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 
tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menentukan : 
“Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”. Jika ketentuan ini 
dilanggar, maka “dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan 
dan/atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)”, sebagaimana dimaksud 
ketetuan Pasal 6. 
Ketentuan pasal 6 juga berlaku untuk perbuatan : (1) mengganggu yang berhak atau 
kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah; (2) menyuruh, 
mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan 
perbuatan yang dimaksud pada huruf a dan b; (3) memberi bantuan dengan cara apapun juga 
untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b. 
Dalam kasus penyerobotan tanah juga bisa terjadi tindak pidana lainnya seperti : 
a. Penipuan dan penggelapan yang berkaitan dengan proses perolehan dan pengalihan 
hak atas tanah dan bangunan dapat dikenakan Pasal 363, 365 KUHP;  
b. memasuki dan menduduki pekarangan, bangunan dan tanah orang lain dapat 
dikenakan Pasal 167, Pasal 389 KUHP;  
c. Perusakan barang, pagar, bedeng, plang, bangunan dll dapat dikenakan Pasal 170, 
Pasal 406 dan Pasal 412 ;  
d. Pemalsuan dokumen/akta/surat yang berkaitan dengan tanah dapat dikenakan Pasal 
263, 264, 266 KUHP;  
e. Menempati tanah orang lain tanpa hak dapat dikenakan Pasal 167 dan Pasal 389 
KUHP. 
Dari uraian di atas, menunjukkan cukup banyak alternatif penerapan sanksi pidana 
terhadap perbuatan penyerobotan tanah secara melawan hukum.Pasal-Pasal hukum pidana 
mana yang hendak diterapkan oleh penyidik tergantung pada perbuatan mana yang secara 
kongkret memenuhi unsur-unsur Pasal Hukum Pidana yang dilanggar. 
Demikianlah, dalam kasus penyerobotan tanah bersertifikat yang terjadi di Kabupaten 
Kubu Raya, dengan duduk perkara sebagai berikut: 
a. Bahwa Posman Pardede (T.I), Mat Delan (T.II), Maruli (T.III), Murtadi (T.IV), 
Dussamad (T.V), dan Syafeiudin (T.VI), secara bersama-sama pada hari selasa tanggal 
16 Maret 2010 jam 09.00 WIB, bertempat di Jln. Parit Rintis Desa Punggur Kecil 
Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya bersama-sama melakukan kekerasan 
terhadap barang yaitu merobohkan pagar kayu cerucuk milik Yusnarita, S.Pd., S.H., 
Pemegang Sertifikat Hak Milik No. 4638, No. 4261, No. 4262, No. 4263, dan No. 4264. 
b. Bahwa perusakan pagar kayu cerucuk tersebut mereka lakukan karena Posman Pardede 
mengakui tanah tempat kejadian perkara tersebut adalah miliknya berdasarkan bukti 
Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 512/AG.210.2/SR tanggal 5 Oktober 1985. 
c. Terhadap kasus tersebut baik penyidik kepolisian maupun jaksa penunut umum menjerat 
para tersangka dengan Pasal 170, Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 412 KUHP. 
d. Menurut Jaksa Penuntut Umum, oleh karena Terdakwa telah menghancurkan, merusak, 
membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau 
sebagian milik orang lain, maka perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana 
sebagaimana dimaksud Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 412 KUHP. 
e. Tetapi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan bahwa para terdakwa bersalah 
melakukan tindak pidana “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap 
barang” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. Karena itu Jaksa Penuntut 
Umum meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa 
masing-masing 2 (dua) tahun. 
f. Putusan PN Mempawah Nomor : 332/Pid.B/2010/PN.MPW, menjatuhkan pidana penjara 
masing-masing 1 (satu) tahun, karena dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
melanggar Pasal 170 KUHP.  
g. Kemudian Putusan PN Mempawah juga diperkuat Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak 
Nomor : 111/PID/2011/PT.PTK Tangal 5 Juli 2011 dan Putusan MA Nomor 1659 
K/Pid/2011 Tanggal 21 Desember 2011. 
Menurut pendapat penulis, mestinya kasus tersebut tidak hanya dikenakan Pasal 170 
KUHP, melainkaan juga : 
a. Pasal 389 KUHP :”Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang 
atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas 
pekarangan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”.  
b. Pasal Pemalsuan dokumen/akta/surat yang berkaitan dengan penerbitan Surat 
Keterangan Tanah (SKT) No. 512/AG.210.2/SR tanggal 5 Oktober 1985 yang dapat 
dikenakan Pasal 263, 264, 266 KUHP. 
c. Dan/atau Pasal KUHP lainnya yang dianggap dilanggar. 
 
Permasalahan 
1. Bagaimana penerapan Pasal KUHP terhadap kasus tindak pidana penyerobotan tanah DI 
Kabupaten Kubu Raya ? 
2. Bagaimana pengaturan tindak pidana penghancuran dan perusakan barang serta tindak 
pidana pemalsuan surat dalam draft RUU KUHP? 
 
Pembahasan 
Penerapan Pasal KUHP terhadap kasus tindak pidana penyerobotan tanah DI 
Kabupaten Kubu Raya 
Seperti telah dikemukakan pada Bab I Pendahuluan, bahwa penyerobotan tanah oleh 
seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan sebagai 
perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara 
melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Karena itu, 
perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum 
pidana. 
Dalam kasus penyerobotan tanah, selain ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 Undang-
Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang 
Berhak Atau Kuasanya, juga bisa terjadi tindak pidana lainnya seperti :  
a. Penipuan dan penggelapan yang berkaitan dengan proses perolehan dan pengalihan hak 
atas tanah dan bangunan dapat dikenakan Pasal 363, 365 KUHP;  
b. memasuki dan menduduki pekarangan, bangunan dan tanah orang lain dapat dikenakan 
Pasal 167, Pasal 389 KUHP;  
c. Perusakan barang, pagar, bedeng, plang, bangunan dll dapat dikenakan Pasal 170, Pasal 
406 dan Pasal 412 ;  
d. Pemalsuan dokumen/akta/surat yang berkaitan dengan tanah dapat dikenakan Pasal 263, 
264, 266 KUHP;  
e. Menempati tanah orang lain tanpa hak dapat dikenakan Pasal 167 dan Pasal 389 KUHP. 
Karena itu, cukup banyak alternatif penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan 
penyerobotan tanah secara melawan hukum.Kesemuanya itu, tergantung pada perbuatan 
mana yang secara kongkret memenuhi unsur-unsur Pasal Hukum Pidana yang dilanggar. 
Tetapi dalam kasus penyerobotan tanah bersertifikat yang terjadi di Kabupaten Kubu 
Raya, para tersangkanya hanya dijerat dengan Pasal 170, KUHP, baik penyidik kepolisian 
maupun jaksa penunut umum. Konsekuensinya, dalam Putusan PN Mempawah Nomor : 
332/Pid.B/2010/PN.MPW, para terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara masing-masing 1 
(satu) tahun, karena dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 170 
KUHP. Terhadap putusan tersebut, juga diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak 
Nomor : 111/PID/2011/PT.PTK Tangal 5 Juli 2011 dan Putusan MA Nomor 1659 
K/Pid/2011 Tanggal 21 Desember 2011. Padahal, terhadap kasus tersebut semestinya tidak 
hanya dikenakan Pasal 170 KUHP, melainkaan juga Pasal 389 dan Pasal 263 KUHP. 
Pasal 389 KUHP menentukan: ”Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan 
diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, 
membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas 
pekarangan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”. 
Keseluruhan unsur Pasal 389 KUHP tersebut, terpenuhi oleh perbuatan para tersangka yang : 
a. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; 
b. menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang 
digunakan untuk menentukan batas pekarangan (tanah) milik orang lain. Sebab yang dirusak 
oleh para terdakwa adalah pagar tanah milik Yusnarita, S.Pd., S.H., Pemegang Sertifikat Hak 
Milik No. 4638, No. 4261, No. 4262, No. 4263, dan No. 4264, sehingga tidak dapat dipakai 
lagi sebagai tanda batas tanah.  
Selain itu, terhadap penerbitan dan penggunaan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 
512/AG.210.2/SR tanggal 5 Oktober 1985, seharusnya juga dikenakan tindak pidana 
pemalsuan surat sebagaimana diatur Pasal Pasal 263 KUHP, yang menentukan : 
(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan 
sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai 
bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain 
memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika 
pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan 
pidana penjara paling lama enam tahun. 
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat 
palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat 
menimbulkan kerugian. 
Peraturan ini dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Landreform, dimana terhadap 
pemilik tanah yang melebihi batas maksimum termasuk dalam UU Nomor 50/Prp/1950 diberi 
kesempatan untuk mengajukan usul kepada Menteri Agraria (Sekarang Kepala BPN) 
mengenal bagian tanah atau bagian-bagian mana dari tanahnya yang ia inginkan tetap 
menjadi miliknya. Apabila ternyata pemilik tanah tersebut rnenghalang-halangi Pemerintah 
dalam menetapkan bagian tanah mana yang tetap menjadi hak pemilik dan tanah mana 
langsung dikuasai oleh Pemerintah, untuk selanjutnya dibagi- bagikan dengan hak milik 
kepada para petani oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II (Pemerintah Kabupaten/Kota), 
dengan skala prioritas: a) penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan; b) buruh 
tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan; c) pekerja tetap 
pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan; d) penggarap yang belum sampai 3 tahun 
mengerjakan tanah yang bersangkutan; e) penggarap yang mengerjakan tanah hak milik; f) 
penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan Pasal 4 ayat 
(2) dan (3); g) penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar; h) pemilik yang luas 
tanahnyam kurang dari 0,5 hektar: i) Petani atau buruh tani lainya. 
Di dalam peraturan ini juga diberikan penjelasan mengenai batasan- batasan tentang 
petani, yaitu orang, baik yang mempunyai maupun yang tidak mempunyai tanah sendiri, yang 
mata pencahariannya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.Penggarap, yaitu 
petani.yang secara sah mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah yang bukan 
miliknya, dengan memikul seluruh atau sebagian dari resiko produksi nya. 
Buruh Tani Tetap, adalah petani yang mengerjakan atau mengusahakan secara terus-
menerus tanah orang lain dengan mendapat upah. Pekerja tetap, adalah orang yang bekerja 
pada bekas pemilik tanah secara terus menerus. 
 B.Pengaturan tindak pidana penghancuran dan perusakan barang serta tindak pidana 
pemalsuan surat dalam draft RUU KUHP 
Jika dicermati Draft RUU KUHP tahun 2010 yang sudah diserahkan kepada Presiden 
(Kementerian Hukum dan HAM) untuk diusulkan dan diagendakan pembahasannya di 
Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, maka tindak pidana Penghancuran dan Perusakan 
Barang diatur pada Bab XXX dalam Pasal 644 sampai dengan Pasal 651. Sedangkan tindak 
pidana pemalsuan surat diatur Pada BAB XIV dalam Pasal 452 sampai dengan Pasal 461. 
Dengan adanya pembaharuan hukum terhadap Tindak Pidana Penghancuran dan 
Perusakan Barang serta Tindak Pidana Pemalsuan Surat berdasarkan Draft RUU KUHP di 
atas, maka diharapkan ke depan penegakan hukum kasus penyerobotan tanah dan tindak 
pidana di bidang pertanahan lainnya semakin efektif. Sebab secara faktual, masalah 
pertanahan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin kompleks dan rumit. 
Apalagi dihadapkan dengan kondisi penegakan hukum (law enforcement) di 
Indonesia pada saat ini semakin timpang, lebih terfokus pada aspek kepastian hukum 
daripada mewujudkan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum.Padahal, ketiga aspek tersebut 
seharusnya dapat diwujudkan secara harmonis, di mana pencari keadilan (justitiabelen) 
senantiasa berharap memperoleh nilai keadilan (justice) pada setiap tahapan perkara baik di 
tingkat penyidikan, penuntutan maupun di siding pengadilan. 
Menurut Yohanes Suhardin,  kondisi umum penegakan hukum di Indonesia sampai 
saat ini dirasakan belum bersesuaian dengan perasaan keadilan yang hidup di dalam 
masyarakat. Fenomena yang terjadi adanya diskriminasi dalam penegakan hukum. Perkara-
perkara yang melibatkan masyarakat kecil proses penyelesaian perkaranya begitu cepat, 
sementara perkara-perkara yang melibatkan masyarakat elit menjadi kabur dan pelakunya 
kebanyakan bebas. Hal ini terlihat secara jelas dalam perkara-perkara pelanggaran hak asasi 
manusia, perkara-perkara korupsi yang dicampuradukan dengan masalah politik (dipolitisasi) 
yang mengakibatkan aparat penegak hukum menjadi takut untuk menuntaskannya.Kenyataan 
tersebut tentu saja melukai rasa keadilan masyarakat.Tentunya masih banyak kasus-kasus 
korupsi yang sampai saat ini belum dapat dituntaskan karena pelakunya berstatus buronan 
dan berbagai permasalahan penegakan hukum lainnya. Karena itu ke depan diperlukan suatu 
terobosan penegakan hukum responsif dan progresif agar benar-benar mampu mencapai 
tujuannya, ialah terwujudnya nilai kebenaran, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum 
yang mensejahterakan rakyat. sebagaimana diuraikan dibawah ini. 
Menurut Black’s Law Dictionary, penegakan hukum (law enforcement), diartikan 
sebagai “the act of putting something such as a law into effect; the execution of a law; the 
carrying out of a mandate or command”.  Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan 
hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum 
sekaligus nilai-nilai yang dikandungnya. Aparat penegak hukum berkewajiban memahami 
benar-benar jiwa hukum (legal spirit) yang mendasari peraturan hukum yang harus 
ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan 
perundang-undangan (law making process). 
Satjipto Rahardjo membedakan istilah penegakan hukum (law enforcement) dengan 
penggunaan hukum (the use of law).Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua 
hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang 
juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan 
lain. Menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum. 
Penegakan hukum merupakan sub-sistem sosial, sehingga penegakannya dipengaruhi 
lingkungan yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, 
hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya. Penegakan hukum harus berlandaskan kepada 
prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersirat dalam UUD 1945 dan asas-asas hukum 
yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab (seperti the Basic Principles of 
Independence of Judiciary), agar penegak hukum dapat menghindarkan diri dari praktik-
praktik negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut.   
Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif 
atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Pertama; faktor hukumnya sendiri 
(undang-undang).Kedua; faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 
maupun menerapkan hukum.Ketiga; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan 
hukum.Keempat; faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau 
diterapkan.Kelima; faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
Relevan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto 
tersebut, Romli Atmasasmita mengatakan faktor-faktor yang menghambat efektivitas 
penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, 
jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum 
yang sering diabaikan.   
Konsepsi operasional tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan 
didasarkan pada dua konsep yang berbeda yaitu konsep tentang ramalan-ramalan mengenai 
akibat-akibat (prediction of consequences) yang dikemukakan oleh Lundberg dan Lansing 
tahun 1973 dan konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap dari suatu peraturan 
hukum.Berdasarkan konsep Lundberg dan Lansing, serta konsep Hans Kelsen tersebut Robert 
B. Seidman dan William J. Chambliss menyusun suatu teori bekerjanya hukum di dalam 
masyarakat.Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan sangat 
tergantung banyak faktor. Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan 
ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut dapat: 
a. Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangannya). 
b. Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah). 
c. Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis serta 
kultur hukum pelaku bisnis).   
Faktor materi (substansi) suatu hukum atau peraturan perundang-undangan 
memegang peranan penting dalam penegakan hukum (law enforcement).Artinya di dalam 
hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri harus terkandung dan bahkan 
merupakan conditio sine quanon di dalamnya keadilan (justice).Sebab, bagaimana pun juga 
hukum yang baik adalah hukum yang di dalamnya terkandung nilai-nilai keadilan. 
Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah faktor aparatur penegak hukum itu sendiri 
yang lazim juga disebut law enforcer (enforcement agencies). Relevan dengan hal tersebut B. 
M. Taverne mengatakan, “geef me goede rechter, goede rechter commissarissen, goede 
officieren van justitieen, goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van 
strafprosesrecht het goede beruken” bahwasanya “berikan aku hakim, jaksa, polisi dan 
advokat yang baik, maka aku akan berantas kejahatan meskipun tanpa secarik undang-undang 
pun”. Dengan kata lain, “berikan padaku hakim dan jaksa yang baik, maka dengan hukum 
yang buruk saya bisa mendatangkan keadilan.  Artinya, bagaimana pun lengkapnya suatu 
rumusan undang-undang, tanpa didukung oleh aparatur penegak hukum yang baik, memilikki 
moralitas dan integritas yang tinggi, maka hasilnya akan buruk.  
Hal yang sangat penting yang harus juga mendapat perhatian serius dari aparatur 
penegak hukum adalah tidak bersikap diskriminatif dalam penegakan hukum (law 
enforcement).Hukum seringkali hanya efektif terhadap pelaku-pelaku pelanggaran hukum 
masyarakat kelas menengah. Inilah yang pernah dikuatirkan Honore de Balzac sebagaimana 
dikutip Pillipe Sands bahwa hukum di dunia sudah berubah menjadi seperti sarang laba-laba, 
“Les lois sont des toiles d’araignees a tavers lesquelles passent les grosses mouches et ou 
restent les petites” (hukum, seperti sarang laba-laba, menangkap serangga-serangga kecil dan 
membiarkan yang besar-besar lolos).  Atau yang dalam Bahasa Inggris disebut: “laws are 
spider webs through which the big flies pass and the little ones get caught”, artinya 
penegakan hukum hanya berlaku bagi “yang tidak mampu”. Diskriminasi dijalankan di mana 
penegakan hukum itu telah berubah dari pengayoman menjadi sarang laba-laba. 
Relevan dengan hal tersebut Thomas Jefferson menggambarkannya sebagai berikut: 
“It does no good to have laws drafted, debated, and approved, is the will and means to 
enforce them is weak” adalah percuma saja untuk merancang undang-undang, mendebatkan, 
dan kemudian menyetujuinya, apabila keinginan dan alat untuk melaksanakannya lemah.  
Lebih lanjut dikatakan, “The execution of the laws is more important than the making of 
them”, pelaksanaan hukum adalah lebih penting dari pembuatannya.   
Berkaitan dengan kepatuhan masyarakat terhadap suatu produk hukum, sangat tepat 
apa yang dikemukakan Ivor Jennings bahwa “The most law-abiding citizen in the world, 
particulary when the law seem to him to be sensible; but no man is more ready to take 
offence when it broken. He doesn’t obey orders because they are given by one person in 
authority; he obeys orders when they are lawful orders, issued by a person who has legal 
authority to issue them.  Memang penting otoritas hukum itu, tetapi perlu juga didukung oleh 
kepatuhan terhadap hukum baik oleh pembuat hukum itu sendiri maupun masyarakat. 
Menurut CFG Sunaryati Hartono,  sarana dan prasarana, baik perangkat keras (seperti 
gedung tempat bekerja, failing kabinets, meja tulis, komputer dan laptop, senjata, kapal 
perunggu, dan lain sebagainya), perangkat lunak (seperti program, rencana, prosedur dan lain 
sebagainya) maupun brain-ware (ahli-ahli di berbagai bidang, seperti ahli peneliti, ahli 
komunikasi, ahli komputer, ahli desain, ahli perencanaan, ahli mediasi dan arbitrase, dan lain-
lain). 
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha 
menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di 
belakangnya. Dengan demikian aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar 
jiwa hukum (legal spirit) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait 
dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (law 
making process).   
Penegakan hukum (law enforcement), keadilan dan hak asasi manusia merupakan tiga 
kata kunci dalam suatu negara hukum (rechtsstaat) seperti halnya Indonesia.Ketiga istilah 
tersebut mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat erat.Keadilan adalah hakikat dari 
hukum.Oleh karena itu, jika suatu negara menyebut dirinya sebagai negara hukum, maka di 
dalam negara tersebut harus menjunjung tinggi keadilan (justice).Bahkan parameter bagi 
suatu negara yang berdasarkan atas hukum adalah dijaminnya pelaksanaan HAM.Jadi, 
berbicara tentang negara hukum tidak hanya berhubungan erat dengan keadilan dan nilai 
keadilan sosial tetapi juga berbasis nilai HAM. 
Dalam konteks tersebut diperlukan penegakan hukum yang lebih progresif.Ide 
penegakan hukum yang responsif, baik di Barat pada masa lampau maupun bagi Indonesia 
saat ini memang sangat urgen.Hal ini disebabkan menurut reslitasnya penegakan hukum yang 
dilakukan umumnya sangat represif dan bertentangan dengan nilai keadilan sosial, HAM dan 
demokrasi.Penegakan hukum yang responsif dapat dikatakan sebagai “conditio sine quanon” 
saat ini, jika ingin hukum tetap dianggap sebagai panglima dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara.Artinya hukum yang mampu merespon keinginan masyarakat untuk 
terwujudnya kesejahteraan. 
Menurut Jerome Frank, tujuan utama kaum realis hukum adalah untuk membuat 
hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan social.  Suatu hukum yang 
responsif masih harus diperjuangkan dalam tataran implementasi, agar tidak bertentangan 
dengan nilai keadilan sosial, HAM dan demokrasi. 
Philippe Nonet & Philip Selznick mengintroduksi tipelogi hukum responsif 
(responsive law) sebagai hukum negara yang mampu merespons dan mengakomodasi nilai, 
prinsip, tradisi dan kepentingan masyarakat, sehingga mencerminkan sistem pemerintahan 
demokratis yang dianut oleh pemerintah yang sedang berkuasa, khususnya dalam 
implementasi kebijakan pembangunan hukumnya.  Relevan dengan itu, Roberto M. Unger 
mengatakan bahwa dalam era negara kesejahteraan, maka wacana hukum berorientasi 
kebijakan. 
Agar terwujudnya suatu penegakan hukum yang responsif, maka dibutuhkan hukum 
progresif.Kata progresif berasal dari Bahasa Inggris yaitu “progressive” yang berarti “maju” 
(kata sifat), dan orang yang menyukai kemajuan (kata benda).Kata progresif menurut Bahasa 
Indonesia berarti ke arah kemajuan, berhaluan ke arah perbaikan keadaan sekarang (tentang 
politik), bertingkat-tingkat naik (tentang aturan pemungutan pajak dan sebagainya).Atas 
dasar itulah Satjipto Rahardjo menawarkan teori hukum progresif.Inti dari hukum progresif 
terletak pada berpikir dan bertindak progresif yang membebaskannya dari belenggu teks 
dokumen hukum, karena pada akhirnya hukum itu bukan untuk teks hukum, melainkan untuk 
kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. 
Menurut Satjipto Rahardjo, pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, 
yaitu hukum untuk manusia.  Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan 
titik orientasi hukum.Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya.Oleh karena itu, 
hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia.Mutu hukum, 
ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada kesejahteraan manusia.Ini 
menyebabkan hukum progresif menganut ideologi “hukum yang pro-keadilan dan hukum 
yang pro-rakyat. 
Dengan ideologi ini, dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk 
melakukan pemulihan.Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan 
dalam penegakan hukum.Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan 
yang dialami rakyat dan bangsa ini.Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaannya), 
harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum. 
Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk 
manusia, bukan sebaliknya.Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, 
melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh 
kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia.Hukum adalah suatu institusi yang 
bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat 
manusia bahagia.Secara lebih spesifik hukum progresif dapat disebut sebagai hukum yang 
pro-rakyat dan pro-keadilan. 
Dalam perkembangannya, setidaknya dapat diidentifikasi beberapa karakter hukum 
progresif yang diharapkan menjadi tipe hukum yang mampu memberi jalan bagi 
pembangunan hukum di Indonesia di masa yang akan datang, yaitu hukum progresif 
menganut paradigma: pertama; hukum diciptakan untuk kesejahteraan manusia. Kedua; 
pluralisme hukum.Ketiga; sinergi atas kepentingan pusat dan daerah.Keempat; koordinasi; 
dan kelima; harmonisasi hukum.Asas yang menjadi dasar penerapannya adalah pertama; asas 
persatuan.Kedua; asas kesamaan derajat.Ketiga; asas desentralisasi.Keempat; asas otonomi 
dan kelima; asas fungsional. 
Pada tataran praktis, maka pelaksanaan dekonstruksi hukum sebagai bagian dari 
aplikasi tipe hukum progresif dilakukan dengan kegiatan menumbuhkan dan menyebarkan 
kesadaran tentang kebutuhan bangsa Indonesia terhadap tipe hukum progresif dalam 
kehidupan berhukum di Indonesia.Hal tersebut dilakukan dengan melakukan sosialisasi 
hukum progresif ke berbagai kalangan yang meliputi pertama; kalangan akademisi/Perguruan 
Tinggi.Kedua; kalangan aparat pemerintah.Ketiga; kalangan praktisi hukum dan keempat; 
kalangan masyarakat umum. 
Hukum progresif tidak berpikir semata-mata menurut “legal way” tetapi lebih 
daripada itu menurut “reasonable way”. Apabila terjadi kebuntuan, maka hukum progresif 
melakukan cara alternatif yang kreatif, di atas menjalankan hukum “to the letter”.  ] Secara 
umum dapat dikatakan, bahwa cara berhukum yang progresif itu sangat bertumpu pada 
keinginan dan semangat kita sendiri untuk tidak hanya menjalankan preskripsi hukum, tetapi 
menjalankannya dengan kepedulian dan bermakna. Barangkali ia dapat dinamakan suatu 
“compassionate lawyering”, “compassionate law enforcement”, “law enforcement with 
conscience”.   
 
Kesimpulan 
Dalam kasus tindak pidana penyerobotan tanah, selain berlaku Undang-Undang 
Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak 
Atau Kuasanya, juga cukup banyak alternatif penerapan pasal KUHP yang dapat dikenakan 
oleh penyidik dan penuntut umum terhadap tersangka/terdakwa. Kesemuanya itu, tergantung 
pada perbuatan mana yang secara kongkret memenuhi unsur-unsur Pasal Hukum Pidana yang 
dilanggar.Tetapi terhadap kasus penyerobotan tanah bersertifikat yang terjadi di Kabupaten 
Kubu Raya, para tersangkanya hanya dijerat dengan Pasal 170 KUHP, baik oleh penyidik 
kepolisian maupun jaksa penunut umum. Konsekuensinya, dalam Putusan PN Mempawah 
Nomor : 332/Pid.B/2010/PN.MPW, para terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara masing-
masing 1 (satu) tahun, karena dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 
Pasal 170 KUHP, yang kemudian diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak 
Nomor : 111/PID/2011/PT.PTK Tangal 5 Juli 2011 dan Putusan MA Nomor 1659 
K/Pid/2011 Tanggal 21 Desember 2011. Padahal, terhadap kasus tersebut semestinya tidak 
hanya dikenakan Pasal 170 KUHP, melainkaan juga Pasal 389 dan khususnya Pasal 263 
KUHP yang berkenaan dengan penerbitan dan penggunaan Surat Keterangan Tanah (SKT) 
No. 512/AG.210.2/SR tanggal 5 Oktober 1985. 
Berdasarkan Draft RUU KUHP tahun 2010, formulasi Tindak Pidana Penghancuran 
dan Perusakan Barang diatur pada Bab XXX dalam Pasal 644 sampai dengan Pasal 651. 
Sedangkan tindak pidana pemalsuan surat diatur Pada BAB XIV dalam Pasal 452 sampai 
dengan Pasal 461. Dengan adanya pembaharuan hukum terhadap Tindak Pidana 
Penghancuran dan Perusakan Barang serta Tindak Pidana Pemalsuan Surat berdasarkan Draft 
RUU KUHP tersebut, maka diharapkan ke depan penegakan hukum kasus penyerobotan 
tanah dan tindak pidana di bidang pertanahan lainnya yang semakin marak di seluruh wilayah 
Indonesia akan semakin efektif.  
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